PERATURAN BUPAT] SUMBAWA
NOMOR %3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 49
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa
setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, terdapat
hal yang mendesak untyuk dilaksanakan sebelum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas dasar Surat Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
Nomor 595/1134/Disnakertrans/2014 tanggal 2 Meij 2014

Anggaran 2014, Surat Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Nomor
550/039/Dishubkominfo/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal
Permohonan Pengalihan Rekening Belanja, Surat Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor
441/2233/DIKES/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Mohon
Revisi DPA, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Nomor
790/366/Kesbangpoldagri/2014 tanggal 28 Mei 2014 Perihal
Revisi DPA-SKPD, Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sumbawa Nomor
550/247/Dishubkominfo/QO14 tanggal 4 Juni 2014 Perihal
Pengesahan Anggaran Program dan Kegiatan UPTD RPD,
Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Juni 2014 Perihal
Pergeseran Belanja Hibah BOMM dan BOSDA dari Belanja PPKD
ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan Nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat
dilakukan dengan mengubah  Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berkenaan untuk  selanjutnya ditampung dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



Mengingat : 1.

10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negarg yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotlsme,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

b

Undang-Undang Nomor 12 Tahun' 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4844);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerak dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informas;i Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan' dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informas;j Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat



20, |

27,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dj Wilayah Provinsij
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)

Pemerintah dj Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52009)

’

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 516 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5168%);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan
Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah



dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 4%, TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal I

Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor
49) diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang
merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SYY¥BAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
m

RA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR



